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BAB III 

Gambaran Umum Dan Objek Penelitian 

A. Gambaran umum Bawaslu  

Pengawasan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari 

sumbangsih Bawaslu yang dulu dikenal Panitia Pengawas 

Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Awal berdirinya Bawaslu 

dilatar belakangi adanya krisis kepercayaan pelaksanaan 

pemilu. Krisis kepercayaan inilah yang mulai dikooptasi 

kekuatan rezim penguasa sejak 1971. 

Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini 

berlanjut hingga Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan 

pelanggaran yang lebih masif. Kritik datang dari politisi 

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi 

Indonesia (PDI) meminta kepada pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas pemilu pada 1982 dengan 

memperbaiki Undang-Undang33 . 

Barulah pada 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan 

nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak 

Pemilu). Panwaslak ini merupakan penyempurna dan bagian 

dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan saat itu lembaga 

itu masih bagian dari Kementrian Dalam Negeri Era 

reformasi, tuntutan penyelenggara pemilu yang bersifat 

mandiri tanpa dibayang-bayangi penguasa semakin kuat. 

Kemudian dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu yang 

bersifat independen dan dinamakan Komisi Pemilihan 

Umum (KPU). Sedangkan, Panwaslak juga mengalami 

perubahan nomenklatur menjadi panitia pengawas pemilu 

(Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang 

                                                           
33  Https://Www.Bawaslu.Go.Id/Id/Profil/Sejarah-Pengawasan-Pemilu, 

Di Akses 01 Maret 2025 Pukul 15.00 
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kelembagaan pengawas pemilu. UU tersebut menjelaskan 

pelaksanaan. 

pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga Ad hoc 

(sementara) yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya 

kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara 

Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang 

dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). seiring nama 

yang berubah dari Panwaslak ke Panwaslu hingga menjadi 

Bawaslu, kantor lembaga pengawas demokrasi ini pun 

berpindah. Dalam buku Kepemimpinan Pengawasan Pemilu 

Sebuah Sketa karangan Nur Hidayat Sardini disebutkan, 

semula kantor Bawaslu ada di Lantai 2 Gedung KPU, pindah 

ke Jalan Proklamasi, Jakarta, dan akhirnya di Jalan MH 

Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat34. 

Penguatan terhadap lembaga ini kembali terjadi dari 

lembaga Adhoc menjadi lembaga tetap melalui Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara 

Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang 

dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Meskipun, 

aparat Bawaslu ditingkat daerah mulai dari provinsi, 

kabupaten kota hingga tingkat kelurahan kewenangan 

pembentukannya menurut tersebut masih merupakan 

kewenangan KPU. Sampai pada keputusan Mahkamah 

Konstitusi atas judicial review (JR), yang dilakukan Bawaslu 

atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 itu yang 

memutuskan kewenangan pengawas pemilu sepenuhnya 

menjadi wewenang Bawaslu, begitu juga dalam merekrut 

pengawas pemilu yang menjadi tanggung jawab Bawaslu. 

                                                           
34 Https://Www.Bawaslu.Go.Id/Id/Profil/Sejarah-Pengawasan-Pemilu, Di 

Akses 01 Maret 2025 Pukul 15.00 
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Setelah 12 Tahun berdiri lembaga ini mengalami banyak 

perkembangan dan kewenangannya. Hingga kini penguatan 

terhadap lembaga pengawas pemilu itu pun semakin terjadi, 

setidaknya Bawaslu hingga tingkat kabupaten kota telah 

berubah statusnya dari adhoc menjadi permanen. 

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk 

berdasarkan perintah Undang-Undang nomor 22 Tahun 2007 

tentang Penyelenggara Pemilu Sebelumnya. Pengawas 

Pemilu merupakan lembaga adhoc yaitu Panitia Pengawas 

Pemilu atau Panwaslu. Tepatnya dahor 1982 uu 

memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan 

Pemilu atau panwas lu Pemilu, yang melekat pada Lembaga 

Pemilihan Umum (LPU). Baru pada tahun 2003, Panwaslu 

dilepaskan dari struktur Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Lembaga Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi 

seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima 

pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran 

administrasi Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu 

berdasarkan tingkatan masing-masing sesuai dengan 

ketentuan peraturan Perundang-undangan. 

Sebagai lembaga Adhoc yang dibentuk sebelum 

tahapan pertama Pemilu dimulai dan dibubarkan setelah 

calon yang terpilih dalam Pemilu/Pilkada dilantik. Dengan 

terbitnya Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilu, menguatkan kelembagaan ini dengan mengharuskan 

Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota Permanen paling 

lambat setahun. sejak tanggal disahkan Undang-undang ini 

pada 16 Agustus 2017, ditambah dengan kewenangan baru 

untuk menindak serta memutuskan pelanggaran dan proses 

sengketa Pemilu. Bawaslu RI mengeluarkan Perbawaslu 

Nomor 19 tahun 2017 beserta perubahannya Perbawaslu 

Nomor 10 Tahun 2018, untuk menugaskan kepada Bawaslu 
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Provinsi untuk mengusulkan dan membentuk Tim Seleksi 

Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dimasing-masing wilayah 

kerjanya yang terbagi lagi dari beberapa region serta 

ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu Provinsi masing-

masing. Pada tanggal 15 Agustus 2018 Bawaslu RI melantik 

Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk periode 

2018-202335. 

Badan Pengawas Pemilihan Umam atau lebih sering di 

sebut BAWASLU, lembaga pengawas Pemilu sengaja 

dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan 

Pemilu, Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran 

administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu 

berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-

undangan Bawaslu diatur dalam Undang. undang No. 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Dalam sejarah 

pelaksanaan Pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu 

sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pelaksanaan 

Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955, 

namun belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era 

tersebut, terbangun terus di seluruh peserta dan warga 

negara tentang penyelenggaraan Pemilu a yang dimaksudkan 

untuk membentuk tembaga parlemen yang saat itu disebut 

sebagai Konstituante. Kelembagaan pengawas Pemilu baru 

muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia 

Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslu Pemilu). Pada saat 

itu sudah mulai muncul terhadap pelaksanaan Pemilu yang 

mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa 

Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari 

oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan 

                                                           
35 Https://Www.Bawaslu.Go.Id/Id/Profil/Sejarah-Pengawasan-Pemilu, 

Di Akses 01 Maret 2025 Pukul 15.00 
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manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para 

petugas pemilu pada Pemilu 1971.  

Karena pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) yang didominasi Golkar dan ABRI Akhirnya 

muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang 

bertujuan meningkatkan kualitas Pemilu 1982. Demi 

memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk 

menempatkan wakil peserta pemilu kedalam kepanitiaan 

pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya 

badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk 

mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Pada era 

reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu 

yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa 

semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga 

penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi 

nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hal ini dimaksudkan 

untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam 

pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu 

sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian 

Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di 

sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah 

nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia 

Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan mendasar terkait 

dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan 

melalui Undang- Undang Nomor 12 Tahun 200336. 

Undang-undang menjelaskan tersebut pelaksanaan 

pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga Ad hoc 

(sementara) yang terlepas dari struktur Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu 

                                                           
36 Https://Www.Bawaslu.Go.Id/Id/Profil/Sejarah-Pengawasan-Pemilu, Di 

Akses 01 Maret 2025 Pukul 15.00 
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dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. 

tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah 

lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu). Selanjutnya dengan terbitnya Undang-undang 

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, secara 

kelembagaan pengawas Pemilu kembali dikuatkan dengan 

dibentuknya lembaga tetap pengawas Pemilu di tingkat 

Provinsi dengan nama Bawaslu Provinsi, selain itu juga  

adanya penguatan dukungan unit kesekretariatan ditambah 

dengan kewenangan untuk menangani sengketa pemilu. 

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ini ternyata 

masih berjalan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 7 

Tahun 2017tentang Pemilu, yang kembali menguatkan 

kelembagaan in dengan mengharuskan Pembentukan 

Bawaslu Kabupaten/Kota Permanen paling lambat setahun 

sejak tanggal disahkan Undang undang ini pada 16 Agustus 

2017, ditambah dengan kewenangan baru untuk menindak 

serta memutuskan pelanggaran dan proses sengketa Pemilu. 

1. Visi dan Misi Bawaslu Kota Bengkulu 

Visi 

1. Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal 

Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu 

Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas. 

Misi 

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas 

pemilu yang kuat, mandiri dan solid; 

2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang 

efektif dan efisien; 

3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu 

manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, 

dan integratif berbasis teknologi; 
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4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta 

pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan 

dalam pengawasan pemilu partisipatif 

5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja 

pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, 

serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan 

transparan; 

6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran 

pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri 

maupun pihak dari luar negeri37. 

2. Struktur organisasi bawaslu 

 
  Dari struktur Organisasi diatas adapun yang akan 

menjadi Informan   dalam penelitian ini ialah: 

1. Awang Konevi, SH  Jabatan Divisi penanganan 

pelanggaran dan penyelesaian sengketa Badan 

Pengawas Pemilu 

                                                           
37 Https://Www.Bawaslu.Go.Id/Id/Visi/Misi/Bawaslu/Bengkulu/Diakses 

01 maret 2025 Pada 15.30 
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2. Nina Sri Ustina, S.I.P., M.Si Jabatan Divisi 

penyelenggaraan pelaksanan  Reknis Pemilu KPU 

Kota Bengkulu 


